
a. bahwa unruk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 temang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Kepala 
Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen - dokumen pendukungnya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Waktu yang ditenfkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;~ 

Menimbang 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 2018 

BUPATI SUMBA TIMUR 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 



b. bahwa Peraruran Daerah tentang An~,m Pend;:;patdn dan Belanja Daerah yang diajukan 
sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, meru;:;2.!--..G.11 per.r:ujuda.n dari Rencana Kerja 
Pcmbanguna.n Daer ah Tahun 2019 yang dijaba.rv...a.n keda!Em Kebijakari Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah seria Prioritas dzn Plafon Angga.ran Serneritara yang telah 
disepakati bersarna antara Perneriruah Daer ah dengan Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumba Timur; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagajmana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

mernbentuk Peraruran Daerah ternang ;..,nggara.n Pendapatan dan Be!anja Daerah Kabupaten 

Sumba TimurTahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang omor 69 Tahun 1958 eniang Pernberuukan Daerah-daerah Tingkat II dalarn 
Wilayah Daerah-Daer ah Tingka I Bali, ;;usa Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran 'cgara Republik Indonesia Tahun 1958 : :omor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia lornor 1655); 

2. Undang-Undang 'omor 12 Tahun 19 5 teruanz Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 19 5 ::omor 6 , Tambahan Lcrnbaran .egara Republik Indonesia 
33121. sebagaimana elah diubah dengan L'ndang-L'ndan'5 . .ornor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Ata s Undang-Undang . .ornor 12 Tahun 19 5 eruang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lernbaran legara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 , 'omor 62, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia omor 3569J; 

3. Undang-Undang omor 21 Tahun 1947 rcruang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ba.ngunan 
(Lembaran egara Republik lndonc ia Tahun 19 7 .ornor 44, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik lndoensia 'omor 36 ), ebaqairnana rclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang omor 21 Tahun 1997 teruang Bea 
Perolehan Hak Aias Tarrah dan Bangunan [Lernbaran 1 'cgara Republik 11donesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lcrnbaran : 'egara R ·publik Indonesia 'omor 3688); ~ 

Mengingat 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indrnesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); ~ 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggara Negara yang 13crsih dan Be bas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepousrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik In9onesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);~ 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4138); 
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- . Peraruran Pemerintah 1omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbar an 
:·=-gara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 140, Tambahan Lernbaran J egara Republik 
Indonesia l ·omor 4578); 

_]_ Peraruran Pernerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 . omor 150, 
Tambahan Lernbaran . egara Republik Indonesia omor 4585); 

.23. Peraruran Pernerintah . 'omor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pernerintah (Lernbaran iegara Republik Indonesia Tahun 2006 1fomor 25, Tambahan Lembaran 
. ·egara Republik Indonesia Jornor 4614); 

.24. Peraruran Pemerintah omor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota 
(Leznbaran 1egara Republik Inqonesia Tahun 2007 omor 82, Tarnbahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Jomor 4737}t.J 

. 7. Pera ran Pernerintah omor 24 Tahun 2005 tentang Stander Akuntansi Pemf..-nntahan 
mbaran ·egara Republik Indonesia Tahun 2005 'omor 49, Tarnbahan Lernbaran :cgara 

~e u · • Indonesia omor 4503); 
·'"'.Pera uran Pernerintah I omor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran egara 

Rep blik 1 donesia Tahun 2005 1 omor 137, Tambahan Lernbaran 'egara Republik Indonesia 
. · :nor 4575); 

9. Peraruran Pemerintah iomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah 
(Lernbaran ·egara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 138, Tambahan Lernbaran 'kgara 
Repub · · Indonesia Nomor 4576); 

- . Peraruran Pemerintah omor 57 Tahun 2005 tentang Hibah [Lembaran egara Republik 
.donesia Tahun 2005 omor 139, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia ,omor 

4577); 
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Iornor 12 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah; 
29. Pcraturan ',kntcri Dalarn cgcri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Barituan Sosial yang Bcrxurnber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 
telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 tcntang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Peridapatan clan Belanja Daerah ; 

20. Peraturan '"1enteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

31. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201'! tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan ~elanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 omor 825)v 

2:-. f'•.;r0 uran Pcmcrintr.h ·fornr,r (,() Tahun 2008 tcntaru; Sislem Pcngcndalian Interen Pemerintah 
lf,r;rn~,;,r,,n 'k~~:,r;, h:puhliv. indoncs.ia Tah un 2001:S Nomor 127, Tambahan Lcmbaran Negara 
Repuhlil-: lndr,ne•.i;, Iornor 4fs9(JJ; 

20. Pera ura Pcrncr intah U(imr,r Jg Tahun 2016 tcntang Perangkal Daerah (Lernbaran Negara 
Rr;publiv. lndonr:siv Tahun 2016 Nomor 114 'I'arnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Iornor ~~r$7J; 

27. Pera uran Pcrncrintah Nornor 12 Tahun 2017 tcntang Pembinaan dan Pengawasan 
P<:nye:len-0~;;,raan Pcrnerintahan aerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

ornor 7.~.Tambahan Lcmbaran Icgara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 
28. Pcraturan '1kntt:ri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Dacrah, scbc:gc:imcinb tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn 
.Ju,r:ri :,,rnr.,r 21 Tahun 2011 tentanz Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri , D 



7 

32. Pernturan Dacrnh I abupatcn , urnba Timur Nomor I Tnh un 2005 tcntang K dudukan Prntokolcr 
dan Keuangan Pirnpinan dnn Anggot a Dewan Pcrwukilan Rak '.Jt Da ·r, h Kabupat n Sumb 
Timur (Lcmbarnn Dacrah Kubupatcn 'urnba Timur Tahun 2005 Nornor I, Tnmbahan L .rnbaran 
Daerah Ka bu paten urnba Timur Nornor J J J), scbagaimana tclah diubah bcbcra p k a li terakhir 
dcngan Peraturan Daerah Kabupatcn Surnba Timur Nomor 23 Tahun 200 icntang Pcrubahan 
Kedua Atas Pcraturan Dacruh Kabupatcn Sumba Timur Nomor I Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Surnba Timur Tahun 200 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sumba Timur Nomor l 38); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor J Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Kabupatcn Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten umba 
Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lernbaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 
161 ); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 
8, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 20 IO ten tang Pajak Daerah 
(Lembaran Dacrah Ka bu paten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tarnbahan Lcrnbaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198); sebagaimana telah diubah dcngan Perat uran 
Daerah Ka bu paten Sumba Timur Nomor I Tahun 2017 ten tang Pcrubahan At a Pcrat ura n 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah (Lernbaran 
Daerah Ka bu paten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 25,Tambahan Lernbaran Dae rah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor Fi85); 

36. Peraturan Daerah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tcntang Bea Pcrolchan Hak 
Atas Tan ah dan Bangunan (Lernbaran Dae rah Kabupatcn Surnba Timur T'ahun 20 Jo Nomor 21 O, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 199);~ 
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa 
Umum {Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 406). sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nornor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 Nornor 42, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 546); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nornor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 216, Tambahan Lernbaran 

Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 407); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 408); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 483); 

41. Peraturan Daerah Ka bu paten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumba Timur Nomor 718); 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertangggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 Nomor 20,Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 742); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Ncrnor 6 Tahun 2017 tentang Hak Kc uangan dan 
administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur\ Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 696); ~ 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
4. Dewan Pen.vakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pen.vakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumba Timur. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah~ar:g selanjutnya disingkat APBD adalan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.~ 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SUMBATIMUR TAHUN ANGGARAN 2019. 
Menetapkan : 

BUPATI SUMBA TIMUR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 



• 
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27. 773.550.000,00 

5.652.373. 700,00 

12.000.000.000,o<\ 

52.418.554.240,00~ 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

97.844.477.940,00 

971.041.107 .000,00 

182.417 .097.433,00 

Rp 

Rp 

Rp 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari: 

Pasal 3 

a. Penerimaan Rp 53.641.605.931,95 

b. Pengeluaran £R~P~-----------'0~,~0=-=0 
Pembiayaan Ne to ~Reip'!.__ _ ___,,,5...,,3c.:·.!'6'--'4'-"l,_,_.~6'-"0c.:c5c.:·..e:9-=3'-'l,,_,,'-"9-=5 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan £R~P~-----------=O,,_,,c.::0=-0 

3. PEMBIAYAAN 

Rp 1.304.944.288.304,95 

Surplus/ (Defisit) Rp ( 53.641.605.931,95) 
2. BELANJA DAERAH 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut : 
1. PENDAPATAN DAERAH Rp 1.251.302.682.373,00 

BAB II 

RUANG LINGKUP 



II 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai Rp 83.533.613.016,00 
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 291.037.127.330,00I 
c. Belanja Modal Rp 315.533.732.843,00JJ 

201.134.357.500,00 
5.554.088.664,00 

Rp 
Rp 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan desa 
f. Belanja Tidak Terduga 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai Rp 399.111.376.581,95 
b. Belanja Hibah Rp 3.177.400.000,00 
c. Belanja Bantuan Sosial RP 2.520.000.000,00 
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa Rp 3.342.592.370,00 

614.839.815.115,95 
690.104.473.189,00 Rp b. Belanja Langsung 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung Rp 

( 1) 

Pasal 4 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah Rp 35. 710.000.000,00 
b. Dana Darurat Rp 0,00 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintahan Daerah lainnya Rp 20.798.248.433,00 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 125.908.849.000,00 

301.363.814.000,00 Rp c. Dana Alokasi Khusus 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 12.903.435.000,00 
b. Dana Alokasi Umum Rp 656.773.858.000,00 



0,00 
0,00 
o,oo, 
o.oo], 

Rp 
Rp 

l' l',·mh.,, .,r.111 l'.1k,1k lUII ' 
cl l',·mlwt 1.111 1'1111,1111.111 l).1e1,11l 

Rp 

l'cn~d11.11.1n ..... 1>.,i..:.11111.111,1 d1111.i\...•,111l 1• nl., .1,.11 (ll ln1111l h tl'ldtri d.in J<'lll.., 1)(:111b1,1,.1.,n 

.1. 1'1·111\)(·111111...•·1 1).111,1 C,uli,111:,111 Rp 
l, l'l'll\l'll,l,111 h l,ll 

\J) 

0,00 
0,00 

75.000.000 00 
0,00 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

,· I l.1'<11 \\·11111,1\.111 hd,.1, .1.111 l),w1.1lt, ,1111·. d1p1· .. d1l •• 111 

d. 1',·11,..-1111.1.111 1'1111.1111.111 l ),1("1,111 
l' l'l'lll'l 1111,1,lll h,·111lt.1h l'n11ln·11.i11 1'11111111111 
f. i'<'lll'll111,l,tll 1'1111.1111~ l).1,·1,i\1 

(21 l'l'lll'l 1111,hlll -, t·li.1 :.11111,111.1 cl1111,1l-.•,11d p.1clo1 ,1\,1\ t l ] huni! ,1 11·1cl111 ti.ti 1 Jl'Jll', rwrnlJJ.1\.t.111 
,1 ~1 .... 1 I.duh l1nli111111i..:.111 1\111·1;.11.111T.tl1u111\111•1:.11.111 .._,·h\'11111111,.1 Rp 53.566.605.931,95 
h l\·1\l·,111.111 \).111.1 t".11l.111g.111 Rp 0,00 

53.641.605.931,95 
0,00 

Rp 
Rp 

,I. Pr r n-rrru.r.u , 
h f't·11 'l'IU,11.111 

Pusul 6 

I' 1111·ri:1 I >l'l l"l'l 111111 11 I' ·I · · ·1· I · · , . ''·' 1 >( 1111),1 I( Hl lt•1cll11f,IJ: 
u , I 1·1~11111111 v,111p, s.rf u nvn 11dnk l11a·.:1 :it:iu ticlak ddwrnplwn IJ<·rul.ing s('pcrti p -nunu •ulangan 

I 1·1w111111 ul.un <11111 lw11, .111:1 :,1,:-.1;il y:ing tid:ik clqwrk1n1k:1n sl·IJC'lumnyu. tcrmasu pcru; -rnbalian 

111o1i, ki·lt·l11h:,11 p1•111·1 i111:1a11 d:H'r,d1 1:il1u11 - 1:1l1u11 :-,,·lwlurnn,·.i v;inr, iclnl: dit ut up 
Ii \'q:iut:in \i1ng h1·1sil111 t icluk IJw..,:, st'li:,g.11111:111., cl111Htl ..,ud p,,cl:i ,1:,Jt (\) Y"ilu untuk tang~ap 

d,11111111 d.il,1111 i.111glw p,·1H·1·1•,:d11111 go111~~u.,11 11·1'1.icl.ip s1:tliil11:1s rc11)t:kt1K~araan pem nntah 

tlt-111i \t'I< 1pt.111 :1 h·.1111o111,111. I 1·11·1111.11n.111 d.111 l 1·11·11il>.111 111.,sv,1r:i :11 d1 cl,1<'r:tl1 
i·. 1',·111:enil>.'11,111 ,11:1f, krk-l ul um p,·n1·11111:1.111 d11t·1.,ll 1,il11111 - 1:d1u11 s1·hf'lumn\'a vu ru; tcl.rh c.litutup 

:-.l·li.1 •;11111:111:1 cl1111:1k:-.11d p.ul.. ,I\III (\) \111111.., t11clul:i111i;cl1•111,;.111 1Jukt1- hukti ~·,,ng s~th 

(1) 
Pusal 5 
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Kctentuan Lebih La njut teru ang pcngclolaan kcunngan dacrah , rnaka Bupati perlu mcnctapkan Peratur an Bupati 
tentang Penjabaran Anggnran Pcnclnpata11 dan Bclanja Dacrah Kabupatcn Sumba Timur scbagai landasan operasional 

pe\aksanaan APBD Tahun Anggarnn 2019~ 

PasaJ 8 

Pasal 7 
Uraian lebih lanjut lerk ·t . · b · , ,,, . at Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dncrnh l(nlJupntcn SurnlJ:1 Timur se agnimai c 

dtmaksud dalam Pasal 2 , 1 b · n yarig . . ' tcrcanturn dalam lampiran I sarnpai clcngan lnrnpirun XIII yang rncrupa wn . ag,u . ' 
tidak terpisahkan d · p . . an craturan Daerah mi yang tcrdiri dari: 
1 · Larnpiran I. Ringkasan APBD· 
2. Lampiran II Ri11 k APBD' · · Sl<PD· · g asan mcnurui Urusan Pcmcriutuhnn D;1 ·rnh clan Orgnn1sus1 , 
3· Lampiran Ill. Rincian APBD menurul Urusan Pcrncrintahun Dacrah , Organisusi SKPD, Pcncfopalnn, Bclanjo clan 

Pcmbiayaan; 
4 · Lampi ran IV. Rckapitulasi Belanju mcnurul Un1s~,11 Pcmcrintnhnu Dacrnli, Org.misusi Sl<PD Program dun l<egiatan; 

5· Lampiran V. Rckapitulasi Bclunju Dncrnh U nt uk K .sclnrnsnu cl:111 I< ·tcrp:idunn Urusnn Pcrncrint.alwn Dncrnh dan 

Fungsi dalarn Kcr.urgkn Peng .lolaan Kcurmgan N ·garu; 
6. Larnpira n VI. Daftar .Jurnlah Pcgnwni Per Golougan clan Per .Inbntu n: 
7. Larnpirnn VII. Daftar Piutnng Ducrah: 
8. Lampiran VIII. Daftnr P .nycrtnnn Modal (Inv .stasi) Dacrnh: 
9. Lnrnpiran IX. Dnltnr Pcrkirunn Pc11;1111bnlwn clan l'cngurnngrin /\s ·t Tctap Ducra h ; 

1 O.Lampiran X. Duftur Pcrk irun n Pcnnrnbnhnn dun Pl·11gurnnga11 Asct Lninnyu: 
11.Lampiran XI. Dnftnr Kcgi;11;m-k1·gi:ita11 uihun ""gg.ir:111 scbclurnn ':l yang b ·lum disclesailwn du n clianggarkan 

kcrnbali dnlnrn iunun anggnran ini; 
12 Larnpiran XII. Daftar Dana Cndungnn Dn .ruh: 
13.Lampiran X\11. Daftar Pinjaruun Dacrn h 



I~ 

DOMU WARANDOY 

I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 37. 
~NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVlNSI NUSA TENGGARA TIMUR..0.;> 

Diundangkan di Waingapu 
pada tanggal 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMBATIMUR, 

GIDION MBILIJORA 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

Ditetapkan di Waingapu 
pada tanggal '.11 ~1\'1!>£11 .:io1S 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 
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13,ihwu unt uk mclnksnnnkan kctcntuan dalarn pnsal 31 l aynt I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tcnlnng Pcruc rj n tu l'nu i Dncrah,sclx1gaimnna tclah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dcngan Undang-Undang Nornor 9 

'I'uhun 2015 tcnturu; Pcrubahnn Kcdun Atns Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Druru h , mcrnbcri kcwcnnugnn yang luns, nyatu clan bcrtunggung jawab untuk membcrdayakan masyarakat sorta 

mcningkalk.in pcnyclcnggur:rnn pcmcr intnhnn, pi-mbuugunnn dun pclayanan kcmasyarakatan scrta untuk 

111 .nindnklnnjuti Pcrut urrm Pcrncrintuh Nomor 58 Tuhun 2005 Lcntang Pcngelolaan Keuangan Dacra h dan 

Pcrnt urnn Mcntcri Dnlarn Ncgcri Nomor 13 Tuhun 2006 tcntang Pedoman Pcngelolaan l<cuangan Dacrah, 

scbngu imana tclah diubah bcbernpa kali tcrakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I I 

tc:ntnng Perubuhan Kcdua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pedoman 

Pcngclolaan l<euangan Dacrah , maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga dipandang 

pcrlu mcrnbcntuk Pcraturan Dacrah tcntang Anggaran Pendapalan dan Bclanja Daerah I<abupatcn Sumba Timur 

Tnh 1111 /\nggaran 2019 yang discsuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~ 

I. UMUM 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR S TAHUN 2018 

ATAS 

PENJELASAN 



l\lOR JS:j ~TAMBAHAN LEMBARA DAERAH ~.ABUPATE SUl\lBA Tl I R 

Pasal l 
Cukup .Ielas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup .Jelas 

Pasal 4 
Cukup .Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 
Pasal 6 

Cukup Jelas 
Pasal 7 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas 
Pasal 9 

Cukup Jelas 

n. PASAL DEMI PASAL 


